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GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, ® Januari 2025

Nomor : 700.1.2.1/0009/INSP/1/2025

Sifat . Segera
Hal . Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
atas Kinerja Penanggulangan Bencana
TA 2023 dan 2024
Kepada:
Yth. Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar
di
Padang

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas
Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana melalui Mitigasi, Kesiapsiagaan, Peringatan Dini
dan Pemulihan Pasca Bencana TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:54/LHP/XVIII.PDG/12/2024 tanggal
20 Desember 2024, ditemui Pengaturan dan Pembangunan Infrastruktur serta Lingkungan
dalam Upaya Mitigasi Risiko Bencana Belum Sesuai Aturan Standar Teknis yang Ditetapkan
oleh Instansi/Lembaga Berwenang.

Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:
1. Kepala Dinas BMCKTR belum:

a. Mengusulkan pemutakhiran Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan dan
Gedung agar sesuai dengan peraturan terbaru terkait pengaturan pembangunan,
pembangunan infrastruktur dan tata bangunan dalam upaya mitigasi bencana;

b. Melakukan pembinaan pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
gedung, penataan bangunan, dan lingkungan secara optimal untuk memastikan
seluruh pembangunan infrastruktur sesuai standar teknis dalam mendukung upaya
mitigasi bencana;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas PUPR pada masing-masing Kabupaten/Kota
untuk mendorong pemenuhan PBG dan SLF atas setiap infrastruktur publik, terutama
gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Kepala UPTD P2BG belum melakukan:

a. Pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
gedung yang bersumber dari APBD Provinsi agar mencapai mutu sesuai dengan
ketentuan teknis berlaku, antara lain Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2006
tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Gempa Nomor 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan
Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung;

b. Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan assessmeni keandalan bangunan
gedung terhadap gempa dan dapat dijadikan sebagai shefter evakuasi.




Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka diinstruksikan untuk:

1. Mengusulkan pemutakhiran Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan dan
Gedung agar sesuai dengan peraturan terbaru terkait pengaturan pembangunan,
pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan dalam upaya mitigasi bencana.

2. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
gedung. penataan bangunan, dan lingkungan secara optimal untuk memastikan
seluruh pembangunan infrastruktur sesuai standar teknis dalam mendukung upaya
mitigasi bencana.

3. Memproses pengurusan pemenuhan PBG dan SLF atas gedung dan bangunan milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

4. Menginstruksikan Kepala UPTD P2BG untuk melakukan:

a. Pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
gedung yang bersumber dari APBD Provinsi agar mencapai mutu sesuai dengan
ketentuan teknis berlaku, antara lain Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun
2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Standar Nasional -
Indonesia (SNI) Gempa Nomor 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan
Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung.

b. Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan assessment keandalan bangunan
gedung terhadap gempa dan dapat dijadikan sebagai shelter evakuasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBE . SUMATERA BARAT,

MAHY&LDI

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar di Padang.




